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PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

 NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG 

PENYETARAAN KELAS JABATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI  

PADA KELAS JABATAN DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, 

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga 
Nuklir Nasional (BATAN) Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja BATAN; 

 b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan 
penyetaraan kelas jabatan yang telah ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Kepala BATAN Nomor 
004/KA/I/2012 tentang Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan 
di BATAN; 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang 
Penyetaraan Kelas Jabatan dan Penempatan Pegawai 
Pada Kelas Jabatan di BATAN; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676); 

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4194); 

 5. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang 
Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; 

 6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang 
Badan Tenaga Nuklir Nasional; 

 7. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012; 
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi Jabatan; 

 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 
Negeri; 

 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan 
Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 
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